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ABSTRAK

Di Indonesiz jumlah gelandangan pengemis semakin meningkat, terutama d;
kota Megapolitan DKI Jakaria, Jakara sehapai [bu kota Nepars, dimans peredaran
uang gan perekonomian terpusat memiliki magnet tersendini dalam menarik ‘gepenp’.
sebagaimana vang tercantum di dalam KUHP bahwa gelandangan  pengemis
termasiik pada "pelanggaran’ yang diancam sanksi pidana. Hal ini selanjutnyva diatur
lebih khusus oleh Pemka Jakartg dalam Perda No. 8 Tahun 2007 Yang memuat sanksi
pidana kurungan atav denda. Penclitian ini fokuys pada tiga masalah sebagai berikur:
{ DA pakah fakior penyehab banyaknya gelandangan dan pengemis di DK lakari:
(Z)Bagaimanaksh pencrapan ssnksi pidana hagi pelandangan dan pengemis yang
tertangkap razia berdasarkan Perda DKI Jakara Nog Tahun 2007 dan KUHP:
(3)Bagaimanakah penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis di Pani
Sosial Bina Insan Bangun Daya | Kedoya dan panti Harapan Java Balaraja?. Dalam
penulisan skeipsi ini metode penelitian yang digunakan adalal metode penelitian
vuridis sosiologis, yakni swatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan
kenyataan vang terjadi di dalam masyarakat dengan sifat penelitian eksplanatoris.
Kenyatsan atau fakta yang tecjadi itu dilihat dalam perspektifl ilmu hukum. Untuk i
penulis  mengumpulkan  data  dari rerpustakaan dan  penelitian langzung  dj
tapangan.Dari hasil penclitian selama lebih kurang tiga mingeu, diperofch hasi)
schagai berikut: pertama. berdasarkan pendekatan kultural dan struktural maka
penyebab banyaknya gelandangan pengemis di DKI Takarta vaity - (#)Budaya malas,
dimana masyarakat Indonesia lebih suka menghabiskan aktu unutk kegiatan vang
tidak bermanfaat seperti: tidur, nonton dan ngobrol diwarung (blingin cara insran
dziam menjalani hidup, (clproblem ekanomi. (direndabnya tingkat pendidikan dan
ketersmpilan, {ejkeluarga yvang tidak harmonis, (fipenparuh lngkungan, dan {ghingin
mencari pengalaman di Jakartz, lbukota Negara, Keduo, penerapan sanksi pidana
bevdasarkan  Perda DRI Jakarta WNo, & Tahun 2007  dimana perda  ini
mengevampingkan KUHP sesuai asas Loy superior legd inferior dalam  hal
penanggulangan gelandangan pengemis, hanya berjalan pada sanksi pidana denda
saja. Tidak berjalannya sanksi kurungan dikarenakan keterbatasan Fasilitas, Ketipa,
penanggulangan gelandangan pengemis di Panti Sosial Bina Insan Bangun daya I dan
Panti Sosial Karya Harapan Jaya Balaraja berjalan lancar dan cukup efektif sesuai
tujuan pembinaaan dan resosialisasi pelanda Ngan pengemis yang ingin dicapai.



BARB I

FENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG MASALAH

setiagp orang berhak hidup sejahters lshir dan batin, bertempat tinggal, daon
mendapatkan lingkungan hidup vang baik dan schar sert berhak memperoleh pelayanan
Lkesehatan. Petikan pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Bepublik Indonesia 1945
tersebut merupakan salah satu pedoman MNegara Indonesia dalam menjalankan roda
pemerintahan, yaitu menciptakan “kesejahteraan sosial™. kescjahteraan sosial menurut
Undang-undang No. & tahun 1974 pasal 2 ayai (1) iafah

“suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun sprituiil yang
diliputi oleh rasa kesclamatan, kesusilaan. dan ketentraman lshir bathin, yang
memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakuan usaha pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan jasmanish, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta
masyarakat dengan menjunjung tingai hak-hak asasi serts kewgjiban manusia sesuai
dengan pancasila.”

krisis Moneter tahun 1998 memberi pengaruh yang sangat keras terhadap
perckonomian Asia, termasuk Indonesia, Harga barang-harang pakok meningkal drastis,
lerjadi pengurangan tenaga kerja (PHK) di sejumlah perusahan-perusahaan di Indonesia.
vang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat cepat. Dilambah dengan kondisi
pemerintaban yang saat itu sedang panas, membuat pukutan yang berat terhadap rakyat
miskin di Indonesia.’ Kemudian Tahun 2008 Dunia kembali diguncang oleh krisis

ekonomi, krisis Global yang disehabkan olch perusahaan-perusahaan besar di Amerika ini

Juga berdompak terhadap Indonesia,

" Rudy M. Sasadara, Dampek Kritis Finarsiol Clobal {wew google.com, seplember 2008],



krisis-krisis ekonomi vang melanda bangsa ini secara sosinl icloh melshitkan
kelompak-kelompok masyarakat tertentu vang hidup dalam garis kemiskinan,” Kemiskinan
struktvorsl yang demikian pada taraf tertentu menguhah perilaky sescorang untuk berbuat
sesuatu, gung mempertahankan keberlangsungan hidupnya, dengan mengemis.

Di Indonesia jumlah ‘gelandangan dan penpemis’ semakin meningkat saja,
terutama di kota megapolitan DRI Jakarta. Jakarta sehagai ibu kota dimana peredaran wang
dan  perckonomian  terpusat, memiliki magnet tersendini dalam  menarik  “gepeng’
{gelandangan dan pengemis).’ Hal ini didukung dengan fenomena umum yang terjadi
dimasyarakat, dimana masyarakat kota Jakarta cenderung membiarkan keberadaan
gelandangan dan pengemis. Bakkan tak jarang masyarakat yang memberikan sumbangan
kepada gelandangan dan pengemis di jalanan dan tempat umum lainnya.

Keberadasn gelandangan dan pengemis ini sudah samgal merisavkan pemerintah,
karena selain menggangeu ketertiban, gelandangan dan pengemis ini bertentangan dengan
norma-norma dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945, Keadaan seseorang vang berada dibawah garis kemiskinan, tempat tinggal yang tidak
layak, dan makanan vang sangat tidak cukup membust mercka sulit berpikir secara sehat
dan rasional. Sehingga tidak jarang mercka melupakan marabstnya schagal manusia yany
agamis, vang tidak mudah menyerah, dan memiliki kewajiban entuk selale berusaha dan
berjuang dalam hidup di dunia ini.

Jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka dapat menyebabkan peningkatan
jumlah gelandangan dan pengemis yang sangat pesat. Tingginya jumlah gelandangan dan

pengemis terutama di kota Jakarta mungkin saja dapat memicu terjadinya tindakan kriminal

* Heni Novianti, Peneragr Pasal 504 KULP fentang Perbaatan Pidana Pengemizan,
{www_poogle.com, 2006)
* Ihon, Dacrah Bawan Gepeng of data, {www_poogle.com, apusius 209)



vang dilakukan oleh para pelandangan tersebur. Karena demi mempertahankan hidup,
dibuwah keadaan yang sangat lapar dan tidak mampu berpikir secara rasional, pelardangan
dan pengemis dapat melakukan spa saja yang mungkin ity bertentangan dencan norma-
norma dan sturan hukum.

Jika dikaitkan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik [ndonesia 1945 posal
34, vang berbunyi sehagai beriboe ;

(1) Fakir miskin dan anak terfantar dipelihara oleh Megars

(2) Negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial bagi selumuh  rakyat  dan
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesvai dengan martabat
kernanusiaan,

Dan Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Tndoncsia 1945, yang
berbunyi schagai berikut : "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidepan
vang lavak bagi kemanusiaan®, Maka tecdapat beberapa aspek HAM dilihat dari sudut
hukum pidana, yang merupakan aspek kemanusiasn yang sangat mendasar yaite "Hak
untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya™? Dari hal-hal diatas dapat
menimbulkan beberapa pendekatan dalam mencrapkan kebijakan untuk menangeulangi
eclandangan dan pengemis ini. Kebijakan penanggulangan kejabatan (politik Lriminaly
pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masvarakat sosial
(social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare),”

Menurut G.P Hoefnagels upava penangpulangan kejahatan dapat ditempuh dengan,
vaily ;

a. pencrapan hukum pidana

: Barda Mawawi Arif, Bumge Romped Kebfokan ke Pidana Jakara @ Kercana, 2008, Hal 66,
* fhid, Haol 24



b, pencepahan tanpa pidana

¢. mempengaruhi pandangan masvarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan

lewat mass media

Upaya penerapan  hukum  pidana  atau vpaya  lewat  jalur “penal’  lebih
menitikberatkan pada sifat ‘represil” sesudah kejabatan terjadi, sedangken jalur ‘nonpenal
lehih  menilikberatkan pada sifit preventif, scbelum  kejahatan terjadi” Jadi dapat
disimpulkan bakwa, Upaya Penal (penempan hukuem pidana) adalah svatu bentuk
penangpulangan kejehaten dan pelanpgaran berupa pencegaban melalui wpuya-upaya
sasial, seperti pembinaan,

Dalam timavar bhukum  pidana. Celandangan dan  pengemis tlersebut  jclas
merupaksn ‘pelanggaran kelertiban umum’, schagaimana telab diatur dalam Buoku ke tiga
bab 2, pasal 504 dan 505 KUHP. Dimana paszl 504 KUHP berbunyi sebagai berikut
{1)Barangsiapa mengemis dimuka umum, diancam kareng melakukan pengemisan dengan

pidana kurungan paling lama epam minggu.
{2)Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas
tahun, dizncam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Dan pasal 305 KU vang herbunyi schagai berikut ;

(1}Barang  siapa bergelandangan  tanpa  pencarian,  diancam  RKarena  melakukan
pergetandanpan dengan pidana lurungan paling lama tiga bulan.

(2)Pergelandanpan yang dilakukan aleh tiga orang atau lebih, yvang berumur diatas enam
belas tahun, diancam dengan pidana kurungan enam bulan.

Masalah pelandangan dan pengemis im juga diatur dalam Peraturan Daerah K]

Jakarta No.B tahun 2007, pasal 20 dan 40, Dari kedua dasar hukum diatas, maka dapat

" fbid Hal 4100,



disimpulkan babwa Gindakan pelandangan dan pengemis merupakan pelangearan hukum
vang dapat dikenal ancaman pidana.

I'rof. Sudarto, SH. mengemukakan pengertian kebijakan keiminal dalam arti sempit,
vaitu “ialuh keseluruhan asas dan metode vanp menjodi dasar dari reaksi terhadap
pelanggaran hukwm vang berupa pidana” Seperti vang dikemukskan diatas tadi balwa
suptu kebijakan pidana pads hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan sosial,
Beberapa masalah dan kondisi sosial yvang dapat merupakan fakior kondusif penyebab
timbulpya gelandangan dan pengemis ini, jelas merupakan masalab yang tidak hanya bisa
dhatast dengan “penal’. tapi Juga dengan upaya nonpenal. Salah satu jatur "nonpenal” untuk
mengaiasi masalah-masalah sosial adalab lewat jalur "kebijakan sosial™ vang menurut G.P
Hoefnagels dimasukkan dalam jalur "prevention withouw punishment”.” "Kebijakan sosial
pada dasarnya adalah kebijakan atau wpaya rasional untuk mencapai kesejahteraan
mns:.'a.rni:aL""

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul "KEBDJAKAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI PANTI S0OS5IAL BINA TNSAN BANGUN DAYA | KEDOYA DAN
PANTI 5051A1 KARYA HARAPAN JAY A BALARAJAL Dipilibnye Kedove sehagai
tempat penelitian, karena kota Jakarta merupaksn tempat dimana tumbuh kembang
gelandangan dan penpemis sangal cepal. Schagal kota Megapolitan gelandangan dan
pengemis yvang lerus menjamur metupakan bagian vang tidak dapat dipisahkan dar kota

Jakarta.

! Mhidl.. Hal 44,
® fhid, Hal 24,



HAB IV

PENUTLP

A- Kesimpulan

[ari pembahasan perdasorkan penelitian ilmiab vane dilakokan penulis sebelurmmyva

dapat disimpulkan ;

1.

b3

Faktor-taktor penvehah banvaknya selandangzan penpemis & DET Jakana vang
dilthat dari dua pendckatan vaitu pendekatan koltur dan struktural adalazh;
problam ekonomi remah  tangea,  int merupakan  fakior utama  vane
menyebabkan banvaknya muncul gelandangan dan pengemis. rendahnya tingkat
pendidikan dan keterampilan vane mereka miliki. kelvaraa vane tidak harmonis.
pengarith lingkungan (teman/masyarakat), ingin mencari penpalaman di lbu
kotas Megara, vane dava tarik kota besarive sanpat koat,  budava malas,
schingza tidak man bekerja dan tidak mau sekalah, dan hanva ingin cara insian
caja dalam menialant hidun.

Gelandangan dan pengemis (gepeng) yang semula hanya diatur ancaman
pidananva didalam KUHP. st ini sudah diatur pads peraturan vang lehih
khusus, vaitu Perda DRI Jakprta No, 8 iahun 2007, Hal ini merupakan salah sato
bentuk Kefifakon hukew pidane dan Pembo DET jakarts dengean menesoonakan
sarana “pedal’ vaitu ancaman pidana kerungan atau denda pada pasal 61 Perda

DK Jakarta Mo 8 tabun 2007, Namun, ketentuan sanksi vange berjalan hanvalah
sanksi  piduna  dende, sanksi pidona kurenngan tidak  diterapkan  karena
kurangnva persiapan eung mendukune  pelaksanaan Perda tersebut. wvaitu

kurangnya tempat kurungan, Selain itu, ketentuan sanksi pidana denda yang

il



BB Saran

diterapkenpurt besarnya tidak sesuai dengan apa vang tertera didalam perda
Mo® Tahun 2007, Pada akhienva dalam nelaksasasn sanksi nidana denda
hanyak diberlakukan “toleransi’ kepada gepeng vang lertangkap razia, Karena
herdasarkan perasaan kemanusisan petuapes, vang mehibal bobwa para oepeng
untuk makan saja mercka sangat sulil apalagi untuk membayar denda. Dari hasil
pengamatan penulis. sanksi pidana denda tidak membert cfektifitas anapun
dalam penanggulanzan  gelandangan  pengemis, karems masih  tetap ada
gelandanzan peneemis vane elah berulane-ulans kali tenangkap razia, Tadi
dapat disimpuikan sanksi pidana denda sama sekali tidak menimbulkan cfek
iern bawi eelandanean pengemis vane wertanckan razia.

Prases rehabilitasi dan resosialisasi gelandangan dan pengemis di Panii Sosial
Karva Harapan sava Balaraja merupakan upava nénancanan vang tepat b
masalah gelandangan pengemis di Kots Jakana, Sebelum dirujuk ke panti Sosial
Karva Harapan Java Balarasia “pepeng’ atan PMES ditampung selama lebib
kurang 2 Mingou di Panti Sosial Insan Bangun Daya | Kedoya untuk diseleksi
lehih lanjut sesuai jenis-ienis kategort PMES sehineea hisa ditetapkan kemana
akan disalurkan selanjutnya. [ Panti Sosial Karya harapan Jaya Balamga ini
aelandanean peneemis dibina selama maksilmal & bulan, baik secara jasmani

maupun rohan,

Jumlah gelandangan dan pengemis vang terus meningkat di DK Jakara perlu

ditangani dengan kebijakan vang lebih "membumi’ dan tepat sasaran oleh Pemko

Gl
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